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KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH ALIYAH
Nomor : 32-05/MA/0058/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.4 /4 / PP.00.6 / 2738 / 2010

Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada :
NAMA MADRASAH : MAS AN-NIDA
ALAMAT : Kp. Cigadog
KECAMATAN : Pasirwangi
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Garut

PROVINSI : Jawa Barat
: 312320715749

NOMOR STATISTIK LAMA
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Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Momor DJ.1/456A/2008
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

<

PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : Wi/J/PP.006/ 1909 / .
TINTANG s

®
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
m LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGW

PROPINS] JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

MENIMBANG

MENGINGAT

MEMBACA

a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan
persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungap Kantor Wilayah'
Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ;

b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 ( dupa ) lampiran
keputusan im telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untyk diberikan
persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;

1. Undang — Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem
pendidikan Nasional ;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah ;

3. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok — Pokok Organisasi
Departemen ;

4, Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organjsasi
Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan
Presiden Ri pomor 76 tahun 1996 ; ,

5. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan,
terakhir dengan Kepumsan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 |

6. Keputusan Mentesi Agama nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah
Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat
Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelgmbagaan Agama Islam nomor :
E/250.A/1997 tentang Syarat — Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta
Jenjang Peadidikan Dasar dan Menengah ,

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinagn Kelembagaan Agama [slam nomor :
E/251.A/1997 teptang Pedoman Alcredltasn Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan
Dasar dan Menengah ;

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor :
E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Polaksanaan Akreditasi Madrasah
Swastg Jenjang Pendidikan Dasar dan Mencngah :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor D;par[emen Agama Kebupaten )

. Nomor : 1=-17/ ‘ tanggal > WJull 2004entang

UsulPendmanMadrasahAhyahSwasta AN=NIDAyNampung Ciga
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MENETAPKAN :

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

TEMBUSAN :

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN

MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT ;

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang
tercantum dalam kolom 2 ( dua ) lampiran Keputusan ini :

Kepala Madrasah Aliyah Swasta scperti dimaksud dalam diktum pertama di
atas diberikan status sebagai;Madrasah Terdaftar diberikan Nomor Statistik
Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3°( tiga ) diberikan Piggam
Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4
( empat ) lampiran keputusan ini ;

Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebyt pada kolom
2 ( dua ) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana

mestinya ;

Segala sesuatu akan diybah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

Surat Keputysan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk
dipergunakan sgbagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jgkarta.

1

2. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta. d

3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam Jakarta,
4
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. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kotamadya “arut,



